
WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan 
Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan 
dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan 
hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kota tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah 
Kota tentang Perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan 
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Walikota 
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota dimaksud menjadi 
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Namor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Indormasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

26. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);



27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kelima  Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang 
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah 
Daerah;

31. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah;

32. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 817/VIII/2016 tentang 
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan 
Walikota Dumai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015;

33. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 
Nomor 2 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

35. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 Nomor 1 
Seri A);

37. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 
2015 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 
memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas;
e. neraca;
f. laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp.   964.323.134.237,85
b. Belanja Rp.1.044.124.971.350,79

Defisit Rp.   (79.801.837.112,94)
c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp.   174.878.293.461,64
2. Pengeluaran Rp.                           0,00
Surplus Rp.     95.076.456.348,70

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.128.590.225.808,15 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan Rp.1.092.913.360.046,00

setelah perubahan
2. Realisasi Rp.   964.323.134.237,85
Selisih lebih/(kurang) Rp. (128.590.225.808,15)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp.170.375.350.996,70 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja Rp.1.214.500.322.347,49

setelah perubahan 
2. Realisasi Rp.1.044.124.971.350,79
Selisih lebih/(kurang) Rp. (170.375.350.996,70)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp.41.785.125.188,55  dengan rincian sebagai berikut:
1. Surplus/defisit Rp. (121.586.962.301,49)
2. Realisasi Rp.   (79.801.837.112,94)
Selisih lebih/(kurang) Rp.   (41.785.125.188,55)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                                     
Rp.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.   174.778.293.461,64

setelah perubahan
2. Realisasi Rp.   174.878.293.461,64
Selisih lebih/(kurang) Rp.        100.000.000,00



e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp.  0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp.                           0,00

setelah perubahan
2. Realisasi Rp.                           0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp.    0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                                     
Rp.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan neto Rp.   174.778.293.461,64

setelah perubahan
2. Realisasi Rp.   174.878.293.461,64

Selisih lebih/(kurang) Rp.          100.000.000,00

 Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a. saldo anggaran lebih awal Rp.   174.778.293.461,64
b. penggunaan SAL sebegai penerimaan Rp.   174.778.293.461,64

pembiayaan tahun berjalan 
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp.     95.076.456.348,70

(SILPA/SIKPA)
d. saldo anggaran lebih akhir Rp.     95.076.456.348,70

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 
31 Desember 2015 sebagai berikut:
a. jumlah pendapatan Rp.   990.596.054.980,85
b. jumlah beban Rp.1.065.187.765.016,12
c. surplus penjualan aset non lancar Rp.          218.383.280,71
d. surplus pelepasan aset non lancar Rp.     17.888.829.409,09
e. beban luar biasa Rp.            42.050.000,00

surplus/defisit-LO Rp.   (56.526.547.345,47)

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a. ekuitas awal Rp.3.748.493.119.847,90
b. surplus/defisit LO Rp.   (56.526.547.345,47)
c. dampak komulatif perubahan kebijakan Rp. (578.193.406.597,39)

kesalahan mendasar
d. ekuitas akhir Rp.3.113.773.165.905,04

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 
Tahun 2015 sebagai berikut:
a. jumlah aset Rp.3.135.116.324.584,04
b. jumlah kewajiban Rp.     21.343.158.679,00
c. jumlah ekuitas dana Rp.3.113.773.165.905,04

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai 
berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015 Rp.   170.333.376.126,33
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.     57.478.917.040,83
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (140.910.600.185,00)

aset nonkeuangan



d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.          100.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.                           0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp.     95.092.533.953,70

Tahun 2015

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf 
g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjwaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi;

2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara;

5. Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
7. Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah;
8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lainnya;
9. Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya;

10. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
11. Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah;
b. Lampiran II : Neraca;
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII 

Peraturan Daerah ini;
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan 
Daerah ini.



Pasal 12

Walikota mengatur Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 21 September 2016

   
WALIKOTA  DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai 
pada tanggal 21 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

                        dto

              SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI 8.79.A/2016


